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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 

TENTANG PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan 

profesionalisme Aparatur Sipil Negara yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam 

melaksanakan orientasi pelayanan serta untuk peningkatan 

kinerja organisasi, maka perlu ditetapkan nama jabatan 

fungsional dan jabatan pelaksananya dalam Peraturan Wali 

Kota yang mengatur Peta Jabatan; 

 b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 

Tahun 2022 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 

Nomor  6,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 483); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah 

Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 
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10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan 

Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 845);  

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2022 Nomor 7); 

12. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2022 tentang 

Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 

Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 

Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali 

Kota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 

Nomor 96); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PETA 

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2022 

tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 

Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peta 

Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita 

Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 96), diubah diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. RSUD dr. Mohamad Saleh pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana; 
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3. RSUD Ar-Rozy pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana; 

4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;  

8. Dinas Lingkungan Hidup;  

9. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

11. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; 

12. Inspektorat; dan 

13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 8 Maret 2023 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

HADI ZAINAL ABIDIN 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 8 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd, 

NINIK IRA WIBAWATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 12 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH 

NIP. 19780608 200903 1 004 


